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ABSTRAK

Benny Tanjung /22.2015.129/ Analisis Efektivitas, Partisipasi, dan Transparansi Pengelolaan
Keuangan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan
Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat).

Perumusuan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas, partisipasi, dan transparansi
pengelolaan keuangan dana desa pada pemerintah desa serta laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui efektivitas, partisipasi dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa pada
pemerintah desa di kecamatan Tanjung sakti PUMI sesuai dengan peraturan pemerintah. Jenis
penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan
keuangan di kelima desa sudah efektif dari segi pembangunan, akan tetapi belum efektif dari segi
pemberdayaan masyarakat. pada tingkat partisipasi dan transparansi masih terdapat beberapa desa
yang relatif masih rendah dan kurangnya keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan
keuangan desa serta pelaporan pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dan terdapat juga desa yang sudah melakukan pengelolaan
keuangan dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Keuangan Desa



ABSTRACT

Benny Tanjung /22.2015.129/ Effectiveness Analysis, Participation and Financial
Management Transparency In Government Rural Village Fund (A Case Study of Villages in
the district of Tanjung Sakti Pumi Lahat).

Perumusuan problem of this research is how the effectiveness, participation, and transparency of
financial management funds in the village of village government and village financial
accountability report is in compliance with government regulations. The purpose of this study to
determine the effectiveness, participation and transparency in the financial management of
government funds in the rural villages in the district of Tanjung magic Pumi in accordance with
government regulations. This type of research is descriptive qualitative. These results indicate that
the financial management in the five villages have been effective in terms of development, but has
not been effective in terms of community empowerment.

Keywords: Effectiveness of the Village Fund, Community Participation, Rural Financial
Transparency
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5, otonomi
daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban
kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki
oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara
Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan
tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan
(Thomas,2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan
desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh
pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down.
Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung
diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai
fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah
banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya

Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal.



Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi
buttom-up dan top-down.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Adalah
langkah awal bagi desa menjalankan kewenangannya. Dalam UU desa
terdapat dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan
bentuk konkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan
kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberikan
tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan
pemberdayaan desa, agar desa bisa mandiri.

Dalam PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang diterima
dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa. Menurut kementerian
desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015,
meningkat 6% pada tahun 2016, sampai dengan 2017 hingga mencapai
10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 Milyar. Dana desa yang
besar tersebut menuntut aparatur desa harus dapat di pertanggungjawabkan
baik pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Pengembangan desa
menjadi prioritas utama dalam pembangunan Nasional. Untuk dapat
mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut,
maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan
desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20
sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Selain itu dalam

pengelolaan dana desa Tahun 2015 pemerintah desa juga menggunakan



peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015.

Peraturan pemeritah Rl Nomor 60 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan
pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan dan dana
desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan
penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas
dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah
Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana
tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter
paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika,
2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-
keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya,
sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa.Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut,
Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang

dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya vyaitu:



1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih
rendah.

2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi
pemerintah desa

3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat
pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran)
implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang
merupakan input dari kebijakan.

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah
masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat
pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan,
tugas dan pekerjaan.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari
Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan
operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat
(Sanusi dan Djumlani, 2014: 78). Menurut peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD
Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk

Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).



Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang
harus dicantumkan dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDesa). Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari
pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.
Dana desa merupakan pendapatan utama. Dana desa dapat digunakan
untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan
ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
(Musrenbang Desa) tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa)
setiap tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal
112 ayat (4):Bahwa dalam pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan
dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Penjelasan Pasal 90 (b)
‘Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan
sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 128: Pemerintah dan pemerintah daerah
menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan
secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional,
kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.Pasal 130:
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat

mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui



perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Efektivitas merupakan perbandingan hasil yang diharapkan
(target) dengan hasil sesungguhnya yang dicapai (Mahmudi, 2006: 21).
Hasil dan target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil
yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara
autcome dengan output. Ekomonomi berpokus pada input dan efisiensi
pada output atau proses, sedangkan efektivitas berfokus pada outcome
(hasil). Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan
target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan
perbandingan outcome dengan autput (Mardiasmo, 2002: 4).

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara
aktif dalam proses alur atau tahapan program dan pengawasannya, mulai
dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan
dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil
(PTO PNPM ppk, 2007).partisipasi berarti peran seseorang atau kelompok
masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan
maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga,
waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan
menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi adalah proses keterlibatan masyarakat dalam pembuatan
keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut



dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta
berpartisipasi secara konstruktif (mardiasmo, 2009: 18).

Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik
tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan
dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015: 18).
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh. informasi yang
berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh
mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18).

Kabupaten Lahat Adalah Salah Satu Kabupaten Yang Berada Di
Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1948 maka lahat
merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan. Luas
kabupaten lahat adalah 4.361,83 km?, yang mempunyai penduduk yang
berjumlah 384.600 ribu jiwa, data ini dimbil menurut data penduduk tahun
2013. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah sebuah kecamatan yang
berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Lahat, kecamatan
ini mempunyai luas daerah 271 km?, dan penduduk yang menempati
kecamatan ini berjumlah 15.213 ribu jiwa, kepadatan 56,14 jiwa/km?dan
mempunyai 18 desa. Penduduk pada kecamatan Tanjung Sakti PUMI
mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan sebagian kecil bekerja sebagai
PNS. Penduduk Kecamatan Tanjung Sakti PUMI mayoritas adalah
pemeluk agama islam yang berjumlah 99% dan pemeluk agama Kristen
yang berjumlah 1%. Jumlah tempat peribadatan di kecamatan Tanjung

Sakti PUMI yaitu yang terdiri dari 21 masjid, 2 mushola, dan 3 gereja.



Setiap desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI mempunyai
kelembagaan masing-masing. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
terkait pelaksanaan dana desa. Kebijakan merupakan salah satu keputusan
dari lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang menyangkut
kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang mengatur dana desa terdapat
dalam UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 60 tahu 2014yang meyatakan
bahwa sana desa akan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa,
memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan
antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagaisubjek dari
pembangunan.

Kementrian Desa Pembangunan daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia telah menetapkan empat program
prioritas untuk meningkatkan produktivitas desa, keempat program
prioritas tersebut adalah:

1. PRUKADES (produk unggulan kawasan perdesaan).

2. Membangun EMBUNG DESA (cekungan atau penampung yang
digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan).

3. BUMDes (badan usaha milik desa).

4. Membangun RAGA DESA (sarana olahraga desa).

Wilayah penelitian ini adalah beberapa desa yang berada di Kecamatan
Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat lebih tepatnya pada Desa Pulau

Panas, Desa Gunung Kembang, Desa Tanjung Bulan, Desa Pagar Jati,



Desa Penandingan. Berikut data mengenai rencana program desa tahun

anggaran 2017:

Tabel 1.1
Jumlah Rencana Program Pembangunan Desa
Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
Tahun Aanggaran 2017

No Nama Desa Rencana | Terealisasi Belum %
Program Teealisasi

1 | Pulau Panas 2 program | 2 program | O program | 100

2 | Gunung Kembang | 3program | 3program | O program | 100

3 | Pagar Jati 10 program | 10 program | O program | 100

4 | Tanjung Bulan 3 program 3 program 0 program | 100

5 | Penandingan 6 program | 6 program | O program | 100

Sumber: Penulis, 2018

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui jumlah program dalam bidang
pembangunan desa pada tahun anggaran 2017, hampir semua desa dapat
merealisasikan program-program pembangunan Yyang telah mereka
rencanakan sebelumnya. Tetapi hampir semua program pembangunan
yang telah mereka realisasikan tersebut bukan merupakan empat program
prioritas utama yang yang disebutkan oleh Kementrian desa. Dari keempat
program prioritas yang wajib dijalankan oleh desa melalui program dana
desa tersebut, hanya terdapat program BUMDes yang terletak di Desa
Pagar Jati, dan PRUKADES (produk unggulan lokal desa) yang hanya
terdapat di Desa Penandingan. Rata-rata semua desa yang saya teliti tidak

merealisasikan program prioritas yang telah dibuat oleh Kementrian Desa

untuk mewujudkan NawaCita ke-3 presiden Jokowi. Padahal pemerintah



mewajibkan desa-desa di Indonesia untuk melaksanakan program prioritas
tersebut. Tidak terlaksananya empat program prioritas ini disebabkan
karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa
tentang pengelolaan dana desa, karena pengelolaan yang mereka lakukan
tidak sesuai dengan bidang prioritas. Tabel diatas juga digunakan untuk
mengukur bagaimana tingkat efektivitas dari dana desa yang digunakan
untuk program pembangunan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan
Tanjung Sakti PUMI.
Tabel 1.2
Jumlah Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
Tahun Anggaran 2017

a Desa rogram sasi realisasi
Pulau Panas am am ram
Gunung Kembang @am am ram

am am ram
am am ram
am am ram

Sumber: Penulis, 2018

Berdasarkan table 1.2 untuk program bidang pemberdayaan
masyarakat, hampir semua desa sudah merealisasikan semua program
mereka. Tetapi didalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, ternyata
masyarakat tidak merasakan program tersebut, artinya program
pemberdayaan tersebut hanya untuk meningkatkan kualitas aparatur yang
terlibat didalam lingkup pemerintahan desa saja, program juga hanya

menyentuh sebagian masyarakat yang dekat dengan aparat desa saja,
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bukan program yang dapat memenuhi kebutuhan dan keiginan masyarakat
desa secara luas. Banyak program yang diusulkan masyarakat tetapi
pemerintah desa seolah diam dan tidak mendengarkan usulan tersebut. Hal
ini terjadi karena disebabkan oleh kurangnya kebijakan, pemahaman, dan
tanggung jawabdari pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
yang ada di desa mereka, contohnya memberikan pelatihan, dan seminar
yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat desa.
Table 1.3
Jumlah Peserta Hadir rapat Musyawarah

Penyusunan Rancangan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017
Kecamatan Tanjung Sakti PUMI

No Nama Desa Jumlah KK | Realisasi %
1 | Pulau Panas 509 jiwa 20 orang 3,93
2 | Gunung Kembang 512 jiwa 27 orang 5,27
3 | Pagar Jati 825 jiwa 39 orang 4,72
4 | Tanjung Bulan 833 jiwa 24 orang 2,88
5 | Penandingan 1175 jiwa 28 orang 2,38

Sumber: Penulis, 2017

Berdasarkan table 1.3 diatas, dapat diketahui Kketerlibatan
masyarakat dalam  proses perencanaan  (musyawarah rencana
pembangunan desa) relatif masih rendah. Terlihat pada desa pulau panas
hanya,. Hal ini terjadi karena kurangnya dorongan dari perangkat atau
pemerintah desa kepada masyarakat dan kurangnya komunikasi serta
koordinasi kepada masyarakat, sehingga terjadinya partisipasi masyarakat

yang rendah dalam melaksanakan pembangunan di desa tersebut. Hal ini
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juga menunjukan bahwa musyawarah desa hanya dijadikan formalitas
untuk memenuhi daftar hadir musyawarah desa dalam rangka rencana
pelaksanaan pembangunan di desa. Terlebih lagi, sebelum diadakan

musyawarah rencana pembangunan desa, pemerintah desa sudah

mempersiapkan draf penggunaan dana, sehingga usulan-usulan

masyarakat hanya ditampung saja, dan yang dilaksanakan adalah rencana

yang telah dibuat oleh pemerintah desa itu sendiri:

Tabel 1.4

Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
Tahun Anggaran 2017

Anggaran Yang Realisasi | Persentase

No Nama Desa

Diterima (Rp) Dana (Rp) (%)
1 | Pulau Panas 756.052.000 | 755.933.655 99,98
2 | Gunung kembang 751.810.000 | 751.347.823 99,93
3 | Pagar Jati 760.055.000 | 758.259.750 99,76
4 | Tanjung Bulan 938.822.000 | 937.742.723 99,88
5 | Penandingan 773.182.000 | 772.705.473 99,93

Sumber: penulis, 2018

Berdasarkan table 1.4, dapat diketahui jumlah alokasi dana desa
yang dikucurkan oleh pemerintah ke beberapa desa yang berada di
kecamatan Tanjung Sakti PUMI. Dapat dilihat persentase dana desa yang
direalisasikan untuk pembangunan pada Desa Pulau Panas, Desa Gunung
Kembang, Desa Pagar Jati, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Penandingan
hampir semua dana desa yang dikucurkan pemerintah telah digunakan.

Besarnya dana desa yang diperutukan untuk desa-desa diatas sangat
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memerlukan perencanaan dan system pengelolaan keuangan yang baik dan
laporan  pertanggungjawaban  yang  benar, karena  laporan
pertanggungjawaban yang benar merupakan bentuk tanggung jawab
kepada amanah dan semua masyarakat desa. Namun, kenyataannya masih
banyak ditemukan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan dan praktik
penggunaan dana desa. Dimana hampir semua desa di kecamatan Tanjung
Sakti PUMI belum melaksanakan empat program prioritas pembangunan
desa, padahal Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi telah mewajibkan setiap desa untuk membangun dan
melaksanakan empat program prioritas tersebut.

Fenomena pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang
menarik untuk diteliti, karena masih banyak penyimpangan dalam
pembangunan dan tidak transparannya pemerintah desa dalam mengelola
dana desa yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI. Ini disebabkan
karena semua aparatur desa belum memiliki kesiapan 100% dalam
mengelola dana desa sesuai dengan peaturan pemerintah. Pengelolaan
keuangan deas yang baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan
pemerintah tentu akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dari berbagai permasalahan dan
latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik utuk melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Efektivitas, Partisipasi, dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi
Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI

Kabupaten Lahat)”
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B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba

merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa yang terdapat di Desa-
desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola Dana Desa di
Desa-desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI?

3. Bagaimana  implementasi  prinsip transparansi  dalam
pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Dana Desa

di Desa-desa yang terdapat di kecamatan Tanjung Sakti PUMI?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa-desa
yang terdapat di kecamatan Tanjung Sakti PUMI.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola Dana Desa

di Desa-desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.
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3. Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam
pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Dana Desa
di Desa-desa yang terdapat di kecamatan Tanjung Sakti PUMI.
D. Manfaat penelitian
Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu:
1. Bagi penulis
Untuk menambah pengetahuan wawasan dan informsi dalam
bidang akuntansi sektor publik mengenai petingnya efektivitas,
partisipasi dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa yang
dikelola oleh desa yang berada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
(Pasemah Ulu Manna Ilir) Kabupaten Lahat.
2. Bagi pemerintah desa
Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar
dapat lebih meningkatkan Kkinerja pemerintah desa dalam
meningkatkan efektivitas, partisipasi dan transparansi pengelolaan
keuangan dana desa dalam menunjang pembangunan desa untuk
kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini sebagai reperensi bagi mahasiswa dan juga
bagi peneliti-peneliti yang akan datang, khususnya yang berkaitan
dengan efektivitas, partisipasi, dan transparansi pengelolaan keuangan
dana desa pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI

(Pasemah Ulu Manna 1lir) Kabupaten Lahat.
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